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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

UU nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005 - 2025 memuat
arah pembangunan kesehatan sebagai berikut yaitu: meningkatkan
kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang
agar peningkatan derajat kesehatan setinggi-tingginya dapat terwujud
berdasarkan perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil
dan merata serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus
pada penduduk rentan. Pada Tahun 2019 kita masuk pada RPJMN
tahap 3 (2015-2019) dimana akses masyarakat terhadap pelayanan
kesehatan berkualitas diharapkan mulai memasuki tahap pemantapan.
Selaras dengan RPJMN, tahun 2019 Kota Depok masuk dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun
2016-2021 dan merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen
kerja di lingkungan Pemerintah Kota Depok, khususnya dalam
menjalankan agenda pembangunan yang tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Depok 2006-2025.

Pembangunan kesehatan di Kota Depok Tahun 2016-2021 secara
umum bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
dengan indikator kunci Angka Harapan Hidup (AHH) serta mengacu
pada Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu bertujuan
menurunkan angka kematian ibu melahirkan, menurunkan angka
kematian bayi, memperpanjang umur harapan hidup, menurunkan
prevalensi gizi buruk pada balita, dengan mengarahkan pada
peningkatan upaya promotif dan preventif, disamping peningkatan
akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin serta upaya-upaya

lain guna mempertahankan pencapaian (goals).

Sementara itu terdapat indikator kinerja utama, SPM bidang
kesehatan Dinas Kesehatan dan program unggulan yang belum
mencapai target, diantaranya masih ditemukannya Kematian Ibu dan
Bayi, belum tercapainya Universal Health Coverage (UHC), pencapaian
Kelurahan Open Defecation Free (ODF), masih belum tercapai taget SPM

bidang kesehatan terkait pengendalian penyakit menular dan tidak
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menular sehingga perlu dilakukan strategi pencapaian target melalui

penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan tahun 2019.

Guna keselarasan pembangunan kesehatan dan pencapaian target
indikator kinerja sasaran maka disusun Rencana Kerja Perubahan
Dinas Kesehatan Kota Depok yang memberikan informasi tentang
kegiatan dan program kesehatan yang akan dilaksanakan guna
pencapaian target indikator kinerja sasaran sesuai Peraturan Menteri
Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan
Kota Depok tahun 2019 ini mengacu kepada Peraturan Daerah Kota
Depok nomor 21 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Depok nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok tahun 2016-2021 serta
Peraturan Wali Kota nomor 5 tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Wali Kota nomor 60 tahun 2016 tentang Rencana Strategis
(Renstra) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok
tahun 2016-2021, serta menyesuaikan kebutuhan agar dapat mencapai
indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan
kebijakan nasional 2015-2019 sehingga terjadi keselarasan dalam
perencanaan program dan kegiatan serta pencapaian target Dinas

Kesehatan dan Pemerintah Kota Depok pada tahun 2019.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana

Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Kota Depok tahun 2019 adalah:

1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan
Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3828) ;
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2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286).

4. Undang-undang  Nomor 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kao diubah terakhir dengan Undang undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019 Hal. 3



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberpa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peratutran Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2009-2029;

Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013
Nomor 25 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan
Wilayah Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat
(Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 12 Seri E);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok
Tahun 2008 nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Pemerintah
Kota Depok Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok
Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun
2016 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 5).
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2015 Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 9).
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok 2012-2032
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 1).
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 21 );
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10)
Peraturan Walikota Depok Nomor 82 Tahun 2016
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Depok;

Peraturan Wali Kota nomor 5 tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Wali Kota nomor 60 tahun 2016 tentang
Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Depok tahun 2016-2021;

Peraturan Wali Kota nomor 40 tahun 2018 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2019;

Surat Keputusan Wali Kota Nomor
821.29/67/Kpts/Ortala/Huk/2018 tentang Penetapan
Inidkator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 untuk
Tahun 2019-2021.

1.3 Asumsi Perubahan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Dinas Kesehatan mengajukan perubahan anggaran pada TA 2019
sebagai berikut:

1.

Percepatan akses dan mutu continuum of care

(keberlanjutan) yang berkualitas

a. Penambahan anggaran Kegiatan Penyelenggaraan
Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Miskin

b. Penambahan anggaran Penanggulangan
Kegawatdaruratan Terpadu untuk pembayaran belanja

pegawai yang baru dianggarkan 10 bulan.
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c. Penambahan anggaran Kegiatan Pembinaan layanan
puskesmas ramah anak dalam rangka pelatihan tenaga
kesehatan untuk menunjang Puskesmas Ramah Anak

d. Penambahan anggaran pengadaan alat kesehatan
untuk sterilisator autoclave, laboratorium Puskesmas
dan pengadaan alkes Labkesda

e. Penambahan Anggaran Belanja Listrik untuk Labkesda
Penambahan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
untuk Labkesda

g. Penambahan Anggaran untuk Belanja Komputer Dinas
Kesehatan dan Belanja Perlengkapan Perlengkapan
Kantor untuk Labkesda

2. Peningkatan inovasi layanan kesehatan dengan
pengembangan sistem informasi kesehatan
a. Penambahan anggaran Kegiatan Pengembangan Sistem
Informasi Kesehatan (Road Map SIK, pengembangan
SIPPKLING, pembangunan layanan online SJP).
3. Peningkatan promosi PHBS
a. Penambahan anggaran Kegiatan Penyelenggaraan
Promosi Kesehatan dalam rangka peringaran Hari
Kesehatan Nasional (HKN).
4. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan Dinas Kesehatan
a. Belanja Penyediaan Makan dan Minum tidak
mencukupi pada Anggaran Murni, Realisasi Juni 2019
yang sudah 65,91%.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas

Kesehatan Kota Depok Tahun 2019 ini adalah :

1. Meningkatkan pengelolaan Dinas Kesehatan yang akuntabel
melalui perencanaan yang terpadu dan selaras berdasarkan
RPJMD dan RENSTRA Dinas Kesehatan.

2. Menyediakan dokumen yang menjadi acuan pencapaian
target indikator kinerja sasaran sesuai program kegiatan

berdasarkan analisis kebutuhan.
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1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun

2019 disusun mengikuti arahan Permendagri nomor 86 tahun 2017

dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
IKHTISAR EKSEKUTIF
BAB I. PENDAHULUAN

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

BAB 1II.

Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang Renja Dinas
Kesehatan, proses penyusunan perubahan Renja Dinas
kesehatan, keterkaitan antara Renja dengan dokumen
perubahan RKPD, Renstra, dan RPJMD Kota Depok
serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan
Perubahan RAPBD.

Landasan Hukum

Menjelaskan tentang dasar hokum yang digunakan
dalam  penyususnan Renja Perubahan  Dinas

Kesehatan Kota Depok.

Asumsi Perubahan pada Perubahan Rencana Kerja
Dinas Kesehatan Tahun 2019

Menjelaskan tentang alasan dari penyusunan
Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun
2019.

Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan Perubahan Renja Perubahan Dinas
Kesehatan Kota Depok Tahun 2019.

Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan
Perubahan Renja Perubahan Dinas Kesehatan Kota

Depok serta susunan garis besar isi dokumen.

EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN
KOTA DEPOK SAMPAI DENGAN TRIWULAN 1II
TAHUN 2019
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2.1

2.2
2.3

2.4

2.5

2.6

BAB III.

3.1
3.2

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Sampai
Dengan Triwulan II Tahun 2019

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Solusi dan Penyelesaian Permasalahan Dalam
Pelaksanaan Hasil Renja Dinas Kesehatan Tahun 2019
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

TUJUAN DA SASARAN DINAS KESEHATAN KOTA
DEPOK TAHUN 2019
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS

2.1.

KESEHATAN KOTA DEPOK TAHUN 2019

Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP
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BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA
DEPOK SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Depok

Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2019

Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2019
Dinas Kesehatan Kota Depok dilaksanakan untuk mengetahui gambaran
tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran pada Renstra Dinas
Kesehatan Kota Depok yaitu dengan cara membandingkan antara target
kinerja dan realisasi kinerja dengan hasil yang tertera pada tabel 2.1

sebagai berikut:
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Tabel 2.1. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2019

Urusan/Bid . L . LR Tingkat Capaian
Indikator Realisasi Capaian L . . dan Anggaran . Unit
ang Urusan L L Target kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan
. Kinerja Kinerja Renstra K L Renstra SKPD L
. Pemerintah Target Renstra SKPD pada R anggaran berjalan Kinerja dan Realisasi SKPD
No Uraian Program . . SKPD sampai IR . . s/d Tahun 2019
an Daerah Tahun 2021 (Akhir Periode . tahun 2019 (tahun Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja . Anggaran Penang
Sasaran (outcome)/ dengan Renja (Akhir Tahun
dan Kegi Renstra SKPD) n-1) yang SKPD yang Renstra SKPD gung
egiatan SKPD Tahun 2018 X ; . . Pelaksanaan
Program/K (output) (n-2) dievaluasi dievaluasi (2019) Renja SKPD s/d tah;n 2019 jawab
egiatan Tahun 2019) (%)
| Il LI} IV
1 ) 3 4 5 6 7 8 9 9 10 12 13=6+12 14=13/5 x100%
K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 Meningkatnya Peningkatan | Presentase Persen 100 1,719,80 | 91.60 1,416,146 100 1,522,74 66,056 482,585, - - - 548,641,7 | 91.60 1,964,78 | 92% | 114.24% Subbag
kualitas Administrasi | penyediaan 4,650 ,697 5,903 ,628 093 21 8,418 Umum
pelayanan Perkantoran | administrasi Dinkes
publik yang perkantoran
profesional
dan tata kelola
dinkes yang
akuntabel
2 Meningkatnya Peningkatan | Persentase Persen 100 | 617,854, | 60.65 377,266,1 100 699,272, - 48,616,1 - - - - 48,616,17 | 60.65 | 425,882, | 60.65 | 68.93% Subbag
kualitas Sarana dan penyediaan 550 86 160 75 5 361 % Umum
pelayanan Prasarana sarana dan Dinkes
publik yang Aparatur prasarana
profesional aparatur
dan tata kelola
dinkes yang
akuntabel
3 Meningkatnya Peningkatan | Presentasienaga 115,762, 101,860,0 92,115,0 6,539, 41,745,0 - - - 48,284,00 150,144, 129.70%
pemerataan Kualitas kesehatan di 500 00 00 000 00 0 000
dan mutu Sumber fasilitas
layanan Daya kesehatan
kesehatan Aparatur pemerintah
dokter Spesialis
Dasar dan
Penunjang RSUD
Wilayah Timur.
- dokter Persen 80% 100% 80%
- Dokter Gigi Persen 95% - 95%
- Teknisi Persen 78% - 78%
Kefarmasian
-Bidan Persen 87% - 87%
- Perawat Persen 77% 37,14% 77%
- Nutrisionis Persen 82% - 82%
- Sanitarian Persen 80% - 80%
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Urusan/Bid . L . el KE e Tingkat Capaian
ang Urusan L0121 el (T Target kinerja dan Realisasi Capaian CEATE IR Kinerja dan Unit
. Kinerja Kinerja Renstra X - Renstra SKPD .
N . Pemerintah Target Renstra SKPD pada X anggaran berjalan Kinerja dan Realisasi SKPD
o Uraian Program . ik SKPD sampai IR . . s/d Tahun 2019
an Daerah Tahun 2021 (Akhir Periode . tahun 2019 (tahun Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja . Anggaran Penang
Sasaran (outcome)/ dengan Renja (Akhir Tahun
dan Kegiatan Renstra SKPD) SKPD Tahun 2018 n-1) yang SKPD yang Pelaksanaan Renstra SKPD gung
Program/K g dievaluasi dievaluasi (2019) . s/d tahun 2019 ; b
egiatan (output) (n-2) Renja SKPD (%) Jawa
Tahun 2019)
| Il 1] IV
1 ) 3 4 5 6 7 8 9 9 10 12 13=6+12 14=13/5 x100%
K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp
4 Meningkatnya Peningkatan | Nilai SAKIP 2lap | 312,558, 2 lap 65,600,00 BB 233,819, 92,690,0 - 92,690,00 | 100% | 158,290, | 100 50.64% Subbag
kualitas sistem A 750 CcC 0 000 00 0 000 % PEP
pelayanan pelaporan e 12 dok
publik yang | capaian 4 Dok 4 Dok
profesional tg‘f:: :ﬁ" 4 lap
dan ata kelola| 9
dinkes yang
akuntabel
5 Meningkatnya Peningkatan | Unit Layanan Persen 100% 773,866, 2,690,753 100 3,039,84 43,793 223,455, - - 43,793,00 2,734,54 353.36%
kualitas Kualitas dan | Terakreditasi 51 450 433 7,800 ,000 000 0 6,433
pelayanan Kuantitas
publik yang Sarana dan
profesional Prasarana
dan tata kelola | Pelayanan
dinkes yang
akuntabel
6 Meningkatnya Pembanguna | Integrasi Persen 100% 568,241, 100 297,777,4 100 614,407, 22,034 - 380,005, - - - 1 22,034,40 100 319,811, | 50.00 | 56.28% SubBag
pemerataan n dan Simpusdin,PCare 700 29 400 ,400 876 0 829 % PEP
dan mutu Pengembang | dan SIM RS
layanan an Teknologi
kesehatan Informatika
7 Meningkatnya Peningkatan | Cakupan integrasi| Persen 100 | 976,994, 100 155,374,6 100 1,527,98 73,619 228,829, - - 75 302,448,8 75 457,823, | 75.00 | 46.86%
kualitas kualitas perencanaan 000 00 1,700 ,000 836 36 436 %
pelayanan perencanaan
publik yang
profesional
dan tata kelol
dinkes yang
akuntabel
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Urusan/Bid . L . el KE e Tingkat Capaian
Indikator Realisasi Capaian L L . dan Anggaran L Unit
ang Urusan L L Target kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan
. Kinerja Kinerja Renstra X - Renstra SKPD .
N . Pemerintah Target Renstra SKPD pada X anggaran berjalan Kinerja dan Realisasi SKPD
o Uraian Program . ik SKPD sampai IR . . s/d Tahun 2019
an Daerah Tahun 2021 (Akhir Periode . tahun 2019 (tahun Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja . Anggaran Penang
Sasaran (outcome)/ dengan Renja (Akhir Tahun
dan Kegi Renstra SKPD) n-1) yang SKPD yang Renstra SKPD gung
egiatan SKPD Tahun 2018 X ; . . Pelaksanaan
Progre:m/K (output) (n-2) dievaluasi dievaluasi (2019) Renja SKPD s/d tah;n 2019 jawab
egiatan Tahun 2019) (%)
Il LI} IV
1 ) 3 4 5 6 7 9 9 10 12 13=6+12 14=13/5 x100%
K Rp K Rp K Rp K Rp Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp
8 Meningkatnya Peningkatan | Layanan 83,997,3 | 77,60% 8, 77,90% | 116,714, | 77.50| 7,626, 29,522,6 - - 37,148,997 | 96.18 96.18 | 125.45%
pemerataan pelayanan Puskesmas 24 95,425 6228,964, 504,700 % 369,72 03,676 3,397 %
dan mutu kesehatan Jam dan 738 1
layanan dasar dan Puskesmas Rawal|
kesehatan rujukan Inap :
-PONED -PKM 11 10 10 11 11
-24 Jam -PKM 11 11 11 11 11
- Perawatan -PKM 1 10 10 11 11
Cakupan
pelayanan pesertal _persen 100% 100% 100% 100% 100%
JKN
9 Meningkatnya Peningkatan | - Pembangunan - - 0.00% | Seksi
pemerataan Sarana dan RSUD Wilayah 4,761,54 | - 2,001,956 | Pemban | 1,585,62 - 2,060,00 - - PSPM
dan mutu Prasarana Timur 5,350 | 71,43 ,776 | gunan 9,300 0
layanan Kesehatan - Laboratorium % Gedung
kesehatan Puskesmas - 50%
- Penyediaan pertama
Labkesda -21
-1
10 Meningkatnya Pengembang | Jumlah BLUD UP1 UPT 11 100 11 11 100.0 | 97.28%
pemerataan an dan Puskesmas 70,215,2 68,302,70 82,936,3 - 26,055,6 - - 11 - 68,302, | 0%
dan mutu Pergelolaan | Kecamatan 12,000 7,548 30,769 04,860 707,548
layanan BLUD
kesehatan
11 Meningkatnya Pengembang | Tatanan Kota % Wiwerda| 100% 100% 100% 80% 80% - 80% - 80% -
kualitas an Program Sehat Cakupan 578,812, | Wiwer | 605,914,6 | Wiwerd | 399,699, | Wiwe | 75,260 152,233, - - Wiwe Wiwerd Wiwe
kesehatan Kota Sehat kelurahansehat 500 da 00 a 900 rda ,000 000 rda a rda
masyarakat 80% 80% 80% 80%
Wiwe Wiwe Wiwerd Wiwe
rda rda a rda
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Urusan/Bid . L . el KE e Tingkat Capaian
Indikator Realisasi Capaian L L . dan Anggaran L Unit
ang Urusan s L Target kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan ni
. Kinerja Kinerja Renstra X - Renstra SKPD .
N . Pemerintah Target Renstra SKPD pada X anggaran berjalan Kinerja dan Realisasi SKPD
o Uraian Program . ik SKPD sampai IR . . s/d Tahun 2019
an Daerah Tahun 2021 (Akhir Periode . tahun 2019 (tahun Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja . Anggaran Penang
Sasaran (outcome)/ dengan Renja (Akhir Tahun
dan Kegi Renstra SKPD) n-1) yang SKPD yang Renstra SKPD gung
egiatan SKPD Tahun 2018 X ; . . Pelaksanaan
Progre:m/K (output) (n-2) dievaluasi dievaluasi (2019) Renja SKPD s/d tal(w;r)w 2019 jawab
egiatan Tahun 2019) i
Il 1] IV
1 ) 3 4 5 6 7 9 9 10 12 13=6+12 14=13/5 x100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp
12 Meningkatnya Peningkatan | Cakupan Tatanan| Persen 5 77.60 4 80.00 | 130.33
kualitas Promosi PHBS 1,065,14 876,791,3 1,139,00 72,616 - 438,839, - - 4 511,456,0 1,388,24 % %
kesehatan Kesehatan 3,400 00 1,400 ,254 803 57 7,357
masyarakat
13 Meningkatnya Peningkatan | - Rasio Kematian - - 141.86%
kualitas Kesehatan Bayi 969,510, 816,207,5 | 2,18/100| 909,399, | 1,11/1| 120,99 438,112, - - 29.17 | 559,102,7 1,375,31
kesehatan Keluarga - Rasio Kematian 900 00 0 700 000 0,000 700 00 0,200
masyarakat Ibu - KH
38,85/10 -
0.000 83,52/
100,0
00
KH
14 Meningkatnya Pencegahan | -Jumlah Kasus -1288 -1200 39% 3% - 69.83%
kualitas Penanggulan | HIV/AIDS 4,622,86 - 2,476,659 - 2,595,70 139,21 612,204, - - 751,417,8 3,228,07
kesehatan gan Penyakit | - Prevalensi TB 1,200 161/10 ,534 117/100 9,400 3,200 683 83 7,417
masyarakat Menular dan | /100.000 pddk 0.1000 .1000
Tidak Menulal| - Prevalensi kasus - -
Menuladan | DBD 40,5/10 65/100.0
Tidak Menulal| - Penemuan Kasus 0.000 00 pdd
Baru DM pdd -6,65%
- Penemuan Kasus -2,10% -24,8%
Baru Hypertensi -9.27% -96%
- Kesembuhan TB -
77,94%
15 Meningkatnya Peningkatan | - Prevalensi Balita| - Persen 3,208,25 | -0,06% | 2,273,501 | -0,04% | 946,983, 25,741 173,316, - - 199,057,5 2,472,55 77.07%
kualitas Kewaspadaa | Gizi Buruk (BB/U)| -Persen 8,050 ,854 -6,6% 400 ,500 077 7 9,431
kesehatan n Pangan - Prevalensi
masyarakat dan Gizi Stunting (TB/U)
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Realisasi Kinerja

Bi Tingki i
Uieemyfate Indikator Realisasi Capaian L L . dan Anggaran mg. at.Capalan Unit
ang Urusan L L Target kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan
. Kinerja Kinerja Renstra X - Renstra SKPD .
. Pemerintah Target Renstra SKPD pada R anggaran berjalan Kinerja dan Realisasi SKPD
No Uraian Program . ik SKPD sampai IR . . s/d Tahun 2019
an Daerah Tahun 2021 (Akhir Periode . tahun 2019 (tahun Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja . Anggaran Penang
Sasaran (outcome)/ dengan Renja (Akhir Tahun
dan ) Renstra SKPD) n-1) yang SKPD yang Renstra SKPD gung
Program/K Kegiatan ST dievaluasi dievaluasi (2019) EL LI s/d tahun 2019 ;
atan (output) (n-2) Renja SKPD %) jawab
g Tahun 2019) 5
Il 1] IV
1 ) 3 4 6 7 9 9 10 12 13=6+12 14=13/5 x100%
Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16 Meningkatnya Peningkatan | - Cakupan Rumah| - Persen 1,155,03 | 84,80 550,762,5 -88% 766,799, 2,621, | 57.2| 170,365, | 57.2| - 63.90 | - 63.90 | 2,621,000 553,383, 47.91%
kualitas Kesehatan Sehat -Persen 6,400 % 00 -90% 100 000 4 300 4 500
kesehatan Lingkungan - Cakupan - -75% -20 kel
masyarakat Tempat Umum Kelurahan -12 kel
yang Sehat
- Jumlah
kelurahan bebas
ODF/STBM
Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019 Hal. 15




2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Depok

A. Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Depok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor

Peraturan Walikota Depok Nomor 82 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota

Depok sebagai berikut:

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:

Kepala Dinas membawabhi :

1.

Sekretariat, terdiri dari:

a. Sub. Bagian Umum

b. Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

c. Sub. Bagian Keuangan

Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:

a. Seksi Promosi Kesehatan

b. Seksi Kesehatan dan Gizi

c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olahraga

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari:

a. Seksi Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular

b. Seksi Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:

a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan
Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri:

a. Seksi Perbekalan Kesehatan, Sarana Prasarana dan
Pengawasan Makanan

b. Seksi Regulasi dan Tenaga Kesehatan

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Rincian tugas pokok dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang,

Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian adalah sebagai berikut:

1)

Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok
melaksanakan wurusan pemerintahan bidang Kesehatan
Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,

Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan.
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2) Sekretariat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan
administrasi umum, pengkoordinasian, perencanaan dan
evaluasi bidang-bidang serta penyusunan pelaporan dinas.
Terdiri dari:

a) Sub Bagian Umum yang mempunyai tugas pokok
melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan
kepegawaian.

b) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan,
evaluasi dan pelaporan dinas kesehatan dan puskesmas.

C) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok
melaksanakan pengelolaan dan administrasi keuangan
dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan.

3. Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan pemerintahan di kesehatan masyarakat.
Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari:

a) Seksi Promosi Kesehatan mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang promosi
kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen
kesehatan.

b) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peningkatan
pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja dan lanjut
usia (lansia), serta gizi keluarga dan masyarakat.

c) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olahraga
mempunyai  tugas pokok  melaksanakan  urusan
pemerintahan di bidang penyehatan lingkungan, kesehatan
kerja dan Olahraga

4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai
tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang
pengendalian, pencegahan penyakit. Bidang ini terdiri dari:

a) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular,
mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah
di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

b) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak

Menular, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
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pemerintah di bidang Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular
5. Bidang Pelayanan Kesehatan, mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan
kesehatan masyarakat.

Bidang Pelayanan Kesehatan membawabhi :

a) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai tugas
pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang
Pelayanan Kesehatan Primer.

b) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan
Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
pemerintah di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan
Pembiayaan Kesehatan.

6. Bidang Sumber Daya Kesehatan, mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan pemerintahan urusan

pemerintahan di Bidang Sumber Daya Kesehatan terkait

Perbekalan Kesehatan, Sarana Prasarana, Pengawasan

Makanan Industri Rumah Tangga, Regulasi dan

TenagaKesehatan di Kota Depok. Bidang ini terdiri dari:

a) Seksi Perbekalan Kesehatan, Sarana Prasarana dan
Pengawasan Makanan mempunyai tugas pokok terkait
Perbekalan Kesehatan, Sarana Prasarana, Pengawasan
Makanan dan minuman industri rumah tangga di Kota
Depok.

b) Seksi Regulasi dan Tenaga Kesehatan mempunyai tugas
pokok merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan,
mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan
Pemerintahan terkait Regulasi dan Tenaga Kesehatan di

Kota Depok.

B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Depok

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kesehatan melaksanakan
Misi Wali Kota Depok yang Pertama yaitu Meningkatkan kualitas
Pelayanan Publik yang Profesional dan transparan dan Kedua yaitu

Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kreatif dan Berdaya Saing.
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Capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kota Depok sampai
dengan triwulan II tahun 2019, mengacu pada pencapaian tujuan dan
sasaran tersebut diatas serta dalam rangka mencapai target Standar
Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, Indikator Kinerja Kunci (IKK)
dan Target dalam Renstra Dinas Kesehatan. Alternatif solusi yang telah
dilakukan maupun yang direncanakan bagi indikator kinerja yang belum

tercapai:
B.1. Indikator Kinerja yang belum mencapai target

1. Capaian kinerja indikator Program Peningkatan Kesehatan
Keluarga yaitu Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka
Kematian Bayi (AKB) sampai dengan triwulan II tahun 2019
terealisasi 90,79/100.000 dari target akhir tahun sebesar
38,85/100.000 dan 2,45/1000 dari target 2,18/1000. Masih
ditemukannya kematian ibu ataupun kematian bayi
mempengaruhi capaian rasio AKI dan AKB. Hal ini disebabkan
oleh faktor internal ataupun eksternal organisasi. Faktor
internal organisasi diantaranya belum optimalnya sosialisasi
persiapan kehamilan dari mulai remaja dan calon pengantin,
belum optimalnya ANC 10 T sesuai standar dan kegiatan
skrining kehamilan berisiko tinggi dan P4K, belum maksimalnya
jejaring /sistem rujukan rumah sakit, masih terbatasnya Sistem
Penanggulangan Kegawatdaruratan Terpadu (SPGDT) 119. Dinas
Kesehatan terus berupaya yaitu:

a. Meningkatkan kerjasama lintas sektor terkait (BPJS, PMI,
fasilitas kesehatan lain, Organisasi Profesi, Organisasi
Masyarakat, dll);

b. Meningkatkan cakupan penanganan komplikasi maternal
dan neonatal yang belum mencapai target melalui
penelusuran (validasi) kejadian di fasilitas pelayanan
kesehatan swasta;

c. Pelatihan kompetensi kebidanan;

d. Meningkatkan jumlah SDM Kesehatan yang mengelola
Program KIA baik ditingkat Dinas Kesehatan maupun
Puskesmas;

e. Mengoptimalisasikan pelaporan dari semua fasilitas

kesehatan yang ada;
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f. Meningkatkan sarana penunjang pelayanan KIA.

2. Indikator Kinerja penemuan kasus baru hipertensi dan DM
terealisasi 3,32% dari target 24,8% dari penemuan kasus
hipertensi dan realisasi 0,80% dari target 6,65% penemuan
kasus DM. Untuk Penemuan Kasus Baru Hipertensi dan DM
data capaian penyakit berdasarkan pasien puskesmas, belum
akomodir RS dan FKTP swasta. Dinas Kesehatan melakukan
akselerasi pencapaian target dengan optimalisasi pencatatan dan
pelaporan dari berbagai fasyankes yang ada serta optimalisasi
kegiatan skrining di masyarakat melalui Posbindu PTM, baik di
masyarakat maupun Posbindu khusus di tempat kerja dan
sekolah. Selian itu melakukan pertemuan koordinasi dengan
Lintas Program dan Lintas Sektor.

3. Indikator kinerja kesembuhan TB yaitu 82,2% % dari target 96%
Hal ini disebabkan antara lain masih terdapatnya pasien TB yang
mengalami putus obat. Pengobatan TB membutuhkan
pengobatan jangka panjang, minimal 6 bulan dengan berbagai
efek samping yang mungkin dialami oleh pasien TB. Hal tersebut
menyebabkan penderita TB mengalami kebosanan dan tidak
ingin melanjutkan pengobatannya. Selain itu, tenaga Pengawas
Menelan Obat (PMO) yang mendampingi pasien TB, baik dari
kader maupun keluarga pasien, seringkali mengalami hal yang
sama sehingga mendukung kegagalan pengobatan TB. Disisi lain,
telah terjadi pula MDR TB, yaitu pasien terinfeksi kuman yang
resisten dengan pengobatan TB sehingga semakin mempengaruhi
kesembuhan TB. Dinas Kesehatan melakukan akselerasi
pencapaian target dengan melakukan akselerasi pencapaian
target dengan optimalisasi penerapan sistem DOTS pada tataran
layanan kesehatan dasar yaitu pelatihan bagi dokter praktek
mandiri, klinik swasta serta pemenuhan sarana laboratorium
dan petugas di puskesmas, sedangkan pada tataran layanan
kesehatan rujukan dilakukan pelatihan penerapan sistem DOTS
bagi rumah sakit swasta, mengefektifkan pertemuan stakeholder
RT/RW serta meningkatkan penyebarluasan informasi dan
pengetahuan masyarakat.

4. Indikator kinerja Rumah Sehat realisasi sampai dengan

Triwulan II yaitu 85,95 dari target 88%, Dinas Kesehatan
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melakukan akselerasi pencapaian target dengan optimalisasi
pembinaan PHBS di Rumah Tangga serta pemenuhan sarana
sanitasi dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat.

5. Indikator kinerja Kelurahan bebas ODF/ STBM terealisasi yaitu
12 dari 20 Kelurahan yang menjadi target tahun ini. Hal ini
disebabkan antara lain kesadaran masyarakat tentang PHBS
serta pentingnya memiliki sanitasi dasar yang sesuai standar
masih perlu ditingkatkan. Selain itu, kemampuan ekonomi
masyarakat yang masih rendah, sehingga upaya untuk
menyediakan jamban keluarga yang sehat belum menjadi
prioritas. Dinas Kesehatan melakukan akselerasi pencapaian
target dengan optimalisasi pendataan Kelurahan yang
menggunakan jamban tapi kotoran tidak dibuang ke septiktank
tetapi dibuang ke kali atau kolam, jamban tidak kedap air dan
masih ada masyarakat yang belum memiliki jamban selanjutnya
dengan kegiatan pemicuan STBM yang melibatkan lintas sektor,
salah satunya Dinas Perumahan dan Pemukiman, sektor swasta
dan masyarakat.

6. Indikator kinerja prevalensi stunting (TB/U) dan gizi buruk
(BB/U), untuk realisasi sampai dengan triwulan II yaitu masih O
% dari target 6,63 % prevalensi stunting dan gizi bruruk baru
terealisasi 50%. Hal ini dikarenakan belum dilakukan
pemantauan status gizi, pengambilan data stunting pada bulan
Agustus, dan validasi pada bulan Desember.

7. Indikator kinerja Cakupan Tatanan PHBS realisasi yaitu 74 %
sampai dengan triwulan II. Upaya yang dilakukan untuk
meningkatkan capaian adalah dengan penyuluhan PHBS Rumah
Tangga secara rutin dan perlu dilakukan refresh pelatihan
pendataan PHBS Rumah Tangga bagi Kader .

8. Indikator kerja program Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan
Rujukan yaitu Poned dan rujukan terealisasi 9 dari target 10
Puskesmas Poned dan 6 Puskesmas perawatan dari target 10
puskesmas, hal ini dikarenakan :

a. Perawatan Puskesmas Beji, pembangunan untuk ruang
rawat inap belum dilakukan direncanakan bulan juli
b. Perawatan Puskesmas Cilodong, belum berjalan menunggu

pengadaan lahan serta alat kesehatan
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10.

11.

12.

13.

c. Perawatan Puskesmas Ratu jaya (Cipayung) , pembangunan
gedung rawat inap belum dilakukan serah terima
kelengkapan sarana dan prasarana.

Indikator Kinerja Puskesmas Terakreditasi belum mencapai
target yang diharapkan yaitu 35 puskesmas dari 35 puskesmas.
Saat ini baru terdapat 23 Puskesmas yang telah terakreditasi.
Kegiatan penilaian akreditasi akan dilakukan pada akhir tahun
2019.

Indikator Kebutuhan tenaga kesehatan mencapai target yang
diharapkan Jumlah Dokter, Dokter Gigi, Teknisi Kefarmasian,
Bidan, Perawat dan Nutrisionis sudah memadai, namun untuk
jumlah Sanitarian masih belum mencukupi sesuai dengan
standar.

Indikator kinerja Angka Prevalensi DBD belum mencapai target
yaitu 41,88/100.000 penduduk dari target 65/100.000
penduduk.

Indikator kinerja penyediaan administrasi perkantoran
terealisasi 31,70% dari target 100%, dikarenakan Ada beberapa
kegiatan yang akan dilakukan pergeseran sehingga belum bisa
diserap secara maksimal.

Indikator kinerja penyediaan sarana dan prasarana aparatur
belum mencapai target baru terealisasi sebesar 6,90%,
dikarenakan beberapa kegiatan yang sedang proses pengadaan e-

catalog.

B.2. Indikator Kinerja yang mencapai target

1.

Indikator kinerja Cakupan pelayanan kesehatan peserta JKN
realisasi 100 % sesuai target th 2019 yaitu 100 %. hal ini karena
semua pasien maskin yang datang ke faskes terlayani.

Indikator kinerja Penilaian SAKIP pada program peningkatan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan mencapai target
100%.

Indikator Cakupan integrasi perencanaan teralisasi 100 %

sesuai dengan target yang diharapkan.

B.3.Indikator kinerja yang melebihi target
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1. Indikator kinerja Puskesmas yang memiliki laboratorium
melebihi target yang ditetapkan pada awal tahun 2019 yaitu

sebanyak 29 Puskesmas dari target 21 puskesmas .

Berikut terlampir table analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas

Kesehatan pada tabel 2.2 berikut:
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Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Depok

Target SPM Target IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
NO Indikator Tahun 2018 2018
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
1) (2) (3) (4) (5) (6) (7 (8) (9) (10) (11) (12) (13)
SPM Bidang Kesehatan
1 Pelayanan Kesehatan lbu Hamil 100% - 100% 100% 100% 100% 95,49% 96,21% 100% 100%
2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 100% - 100% 100% 100% 100% 95,52% 97,17% 100% 100%
3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 100% - 100% 100% 100% 100% 94,59% 97,83% 100% 100%
4 Pelayanan Kesehatan Balita 100% - 100% 100% 100% 100% 93,10% 92,22% 100% 100%
Pelayanan Kesehatan pada Usia
5 Pendidikan Dasar 100% - 100% 100% 100% 100% 86,89% 99,32% 100% 100%
6 E%ﬁi{‘i?n Kesehatan pada Usia 100% - 100% 100% 100% 100% 25,51% 33,20% 100% 100%
7 Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 100% - 100% 100% 100% 100% 55,29% 67,31% 100% 100%
8 E?pﬁﬁr:]as? Kesehatan Penderita 100% - 100% 100% 100% 100% 13,13% 38,31% 100% 100%
Pelayanan Kesehatan Penderita
9 Diabetes Melitus (DM) 100% - 100% 100% 100% 100% 42,77% 127,42% 100% 100%
Pelayanan Kesehatan Orang dengan
10 | Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 96,55% 100% 100%
Pelayanan Kesehatan Orang dengan
11 Tuberkulosis (TB) 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 112,90% 100% 100%
Pelayanan Kesehatan Orang dengan
12 Risiko Terinfeksi HIV 100% - 100% 100% 100% 100% 99,57% 106,21% 100% 100%
Indikator Kinerja Kunci
1 Angka Usia Harapan Hidup (UHH) - 74,14 74,14 74,18 74,23 74,27 74,04 74,17 74,18 74,27
Indikator Renstra
1 Egigﬂiif;npenye“'aa” administrasi - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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_ Target SPM Target IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
NO Indikator Tahun 2018 2018
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
1) (2) (3) (4) (5) (6) () (8) (€) (10) (11) (12) (13)
2 Persentase penyediaan sarana - - 100% 100% 100% 100% 100% 60,65% 100% 100%
prasarana aparatur
3 Nilai SAKIP - - B B BB BB 0 BB B BB
4 Unit Layanan terakreditasi - - 11 11 11 35 11 23 11 11
Unit Layanan Mendapatkan ) B : ) } ) ) }
5 Rekomendasi 26 161
6 Cakupan Integrasi Perencanaan - - 100% 100% 100% 100% 100% 100%
7 Angka Kematian Ibu ) ) 14 Kasus 13 kasus 38,85/100.000 38,50/100.000 20 kasus 18 kasus 38,85/100.000 38,50/100.000
KH KH KH KH
8 Angka Kematian Bayi - - 60 kasus 45 kasus 2,18/1000 KH 2,16/1000 KH 72 kasus 67 kasus 2,18/1000 KH 2,16/1000 KH
9 Persentase Puskesmas Ramah Anak - - 20% 40% - - 40% 40% 40% -
10 Jumlah Dimensi Kota Ramah lansia - - 2 4 - - - - 4 -
11 Jumlah Penemuan kasus HIV/AIDS - - 850 1000 1200 1350 372 129% 1000 1200
12 Prevalensi TB /100.000 pdd - - 117/ 100.000 117/100.000 117/100000 117/100.000 64,9/100.000 161/100.000 117/100.000 117/100000
. 75/100.000
13 Prevalensi kasus DBD - - pdd 70/100.000 65/100000 60/100.000 19,9/100.000 40,5/100.000 70/100.000 65/100000
14 Persen_tasg kelurahan Universal Child ) ) 100% 100% ) ) 100% 96,83% ) )
Immunization (UCI)
15 Penemuan Kasus Baru DM - - 2% 2% 6,65% 6,39% 0,28% 2,1% 2% 6,65%
16 Penemuan Kasus Baru Hypertensi - - 22,3% 22,3% 24,8% 24,20% 1,49% 9,27% 22,3% 24,8%
17 Kesembuhan TB - - 95% 95% 96% 96% 88,5% 77,94% 95% 96%
18 Cakupan ODHA yang diobati dari ) ) 98% 98% ) ) 37.08% 62.7% ) )
penemuan penderita
19 Cakupan Penderita DBD yang ditangani - - 100% 100% - - 100% 58% - -
20 Jumlah Posbindu PTM - - - 105 - - - 519 - -
21 Persentase kelurghan mengalam| KLB ) ) 100% 100% ) ) 100% 100% ) )
dilakukan penyelidikan Epid
22 Tatatan Kecamatan Sehat - - 80% Wiwerda | 80% Wiwerda 100% Wiwerda 80% Wistara 80% Wiwerda | 100% Wiwerdgd 100% Wiwerda 80% Wistara
23 Tatanan Kelurahan Sehat - - 80% Wiwerda | 80% Wiwerda 100% Wiwerda 80% Wistara 80% Wiwerda | 100% Wiwerdg 100% Wiwerda 80% Wistara
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_ Target SPM Target IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
NO Indikator Tahun 2018 2018
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
1) (2) 3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (12) (13)
24 Cakupan rumah sehat - - 87% 87,5% 88% 88,50% 84,01% 84.8% 88,50% 88,50%
25 Persentase TTU Sehat - - 80% 85% 90% 95% 82% 75,41% 90% 95%
26 Prosentase TPM yang memenuhi ) B 87% 89% ) } 95.74% ) ) )
standar
27 Pers_entase kuallt_as Air Minum dan Air ) ) 80% 85% ) ) 95,93% ) ) )
Bersih Memenuhi Syarat
28 Jumlah kelurahan bebas ODF/STBM - - 8 12 20 25 4 12 20 25
29 Cakupan Tatanan PHBS - - 3 Tatanan 4 tatanan 77,60% 77,70% 4 tatanan 4 tatanan 77,60% 77,70%
30 Prevalensi Balita Gizi Buruk (BB/U) - - 0,06% 0,05% 0,04% 0,03% 0,06% 0,06% 0,04% 0,03%
31 Prevalensi Stunting (TB/U) - - 6,63% 6,63% 6,6% 6,59% 5,97% 5,97% 6,6% 6,59%
32 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat ) ) 100% 100% ) ) 100,00% ) ) )
perawatan
33 Prevalensi Anemia Gizi Anak Sekolah - - 28% 26% - - 36,1% 19% - -
34 gspl?knganan Penderita Balita Gizi ) ) 100% 100% ) ) 100% ) ) )
35 E;(T;/ﬁ)len& Bumil KEK (Kurang Energi . . 1,88% 204 ) . 2.06% 2.53% ) .
36 Persentase ASI Ekslusif - - 52% 55% - - 63,1% 63,3% - -
Persentase produk pangan yang ) ) o o ) ) o o ) )
87 memenuhi syarat kesehatan 95% 95% 93,85% 86,5%
38 Layanan Puskesmas 24 Jam dan ) )
Puskesmas Rawat Inap :
-PONED - - 7 11 10 11 8 8 10 11
- 24 Jam - - 11 11 11 11 11 11 11 11
-Perawatan - - 4 6 10 10 8 5 10 11
39 | Cakupan pelayanan kesehatan - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
masyarakat peserta JKN
20 Jumlah Puskesmas yang memberikan ) ) 35 35 ) ) 35 35 ) )
pelayanan sesuai standar
41 IKM Puskesmas - - 75% 7% - - 77,50% 77,9% - -
Jumlah Puskesmas memiliki obat dan
42 perbekalan kesehatan sesuai standar ) } 38 a4 } } 38 ) : }
puskesmas yang memenubhi
persyaratan mutu, khasiat
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Target SPM Target IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
NO Indikator Tahun 2018 P01
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
1) (2) 3) (4) (5) (6) (7) (8) (€) (10) (11) (12) (13)
43 Layanan Laboratorium Kesehatan ) ) 12 ) ) ) 0 ) ) )
Daerah
44 Jumlah Dokumen Perda/Perwal - - 2 dok 2 dok - - 2 dok 2 dok - -
Pembangunan
FS FS Pembangunan Pembangunan FS, Pembangunan lanjutan dan
45 Pembangunan RSUD Wilayah Timur - - Pembangunan, | Pembangunan, 50% ergtama lanjutan dan soft 0 Pembangunan 50% ergtama ) soft
MP dan DED | MP dan DED °P operasional MP °p ;
operasional
46 Jumlah Pl_Jskesmas memiliki ) ) 40 50% 21 2 20 12 21 2
Laboratorium
47 Penyediaan Labkesda - - 1 1 1 1 0 0 1 1
Jumlah Puskesmas
48 Dibangun/dikembangkan dan Pustu - - 2 4 - - 3 4 - -
terbangun
49 Jumlah Pengembangan Pustu - - 1 2 - - 1 2 - -
50 Persenta3|_ kelengkapan alat kesehatan ) ) 10% 15% ) ) 10% 15% ) )
dan penunjang di Puskesmas
51 Jumlah Puskesmas di rehab - - 10 100% - - 10 100% - -
52 Presentasi tenaga kesehatan di ) .
fasilitas kesehatan pemerintah
*- dokt_er Spesialis Dasar dan ) ) 0 ) 0 0 0
Penunjang
*- dokter - - 73,15% 100% 80% 90% 76,5% 100% 80% 90%
*- Dokter Gigi - - 85,71% - 95% 100% 89,3% - 95% 100%
*- Teknisi Kefarmasian - - 59,09% - 78% 88% 118,2% - 78% 88%
*- Bidan - - 75,77% 68% 87% 94% 90,36% 34,25% 87% 94%
*-Perawat - - 60% 60% 77% 88% 73,4% 22,86% 77% 88%
*- Nutrisionis - - 66,67% - 82% 91% 76,2% - 82% 91%
*- Sanitarian - - - 80% 82% 90% 54,3% - 80% 90%
*- ATLM - - - - - - 73,7% - 82% -
*- Kesehatan Masyarakat - - - - - - 2,68% - - -
prosentase aparatur mendapatkan ) . o o . . o o ) .
53 Bintek/pelatihan 50% 50% 49,54% 48,03%
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_ Target SPM Target IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
NO Indikator Tahun 2018 2018
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

1) (2) (3) (4) (5) (6) () (8) (€) (10) (11) (12) (13)
54 Integrasi SIMPUSDIN dan P-Care - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
55 Sistem informasi pelayanan gawat ) ) 100% ) ) ) 0% ) ) )

darurat terpadu
56 Jumlah BLUD UPT Puskesmas ) ) 1 11 11 11 1 1 1 11

Kecamatan
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2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Kesehatan Kota Depok

Kinerja Dinas Kesehatan sampai dengan Triwulan II tahun 2019

belum sepenuhnya tercapai sebagaimana target yang diharapkan.

Beberapa permasalahan masih dihadapi dalam penyelenggaraan tugas

dan fungsi Dinas Kesehatan, diantaranya sebagai berikut :

1.

Keterbatasan sumber daya dalam penyediaan pelayanan Puskesmas
yang mudah diakses dan bermutu

Pelayanan Puskesmas yang mudah diakses dan bermutu merupakan
salah satu Janji Wali Kota dan Program Unggulan periode 2016-2021,
dalam bentuk Puskesmas Pelayanan 24 Jam, Puskesmas PONED dan
Puskesmas dengan Rawat Inap Umum. Pelayanan Puskesmas dengan
Rawat Inap Umum, sampai dengan semester 1 Tahun 2019, telah
tersedia 6 Puskesmas, yaitu Puskesmas Cimanggis, Pancoran Mas,
Sukmajaya, Cinere, Tapos dan Cipayung. Hal tersebut belum sesuai
Renstra Dinas Kesehatan yang sedianya telah tersedia 10 Puskesmas.
Pelayanan Puskesmas mampu PONED, dari target 10 Puskesmas,
sampai dengan semester 1 Tahun 2019 telah tersedia 10 Puskesmas
Mampu PONED, yaitu Puskesmas Cimanggis, Pancoran Mas,
Sukmajaya, Cinere, Beji, Bojongsari, Tapos, Ratu Jaya dan Kedaung.
Sementara janji Wali Kota terkait pelayanan Puskesmas 24 jam, telah
terpenuhi sebagaimana target Renstra, yaitu terdapat 11 Puskesmas
yang memberikan pelayanan 24 jam di tiap Kecamatan. Belum
tersedianya pelayanan tersebut terkendala lahan dan SDM yang akan
memberikan pelayanan tersebut.

Belum tercapainya UHC 100%. Hal tersebut dikarenakan masih
terdapat masyarakat yang bekerja di sector non formal dan masih
terdapat masyarakat miskin belum memiliki jaminan kesehatan
Keterlambatan penyediaan anggaran untuk penyelenggaraan Upaya
Kesehatan Masyarakat (UKM) dari dana DAK Non Fisik BOK
Penyelenggaraan UKM terkendala karena pembiayaan yang bersumber
dana dari DAK Non Fisik masuk dalam Pergeseran 2 sehingga
penyelenggaraan kegiatan baru dapat dilaksanakan per Maret 2019.
Hal tersebut berdampak pada terlambatnya pembayaran bersumber
dana DAK Non Fisik dan Fisik.
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4. Pencapaian SPM bidang kesehatan yang belum sesuai target yang
diharapkan
Pencatatan dan pelaporan pelayanan sesuai standar sebagaimana
indikator SPM bidang kesehatan masih belum terdokumentasikan
dengan baik. Hal tersebut berdampak pada belum semua masyarakat
mendapat pelayanan kesehatan secara minimal. Selama ini,
pencatatan dan pelaporan masih berasal dari Puskesmas, sementara
yang  berasal dari Fasilitas kesehatan swasta  belum
terdokumentasikan dengan baik.

5. Anggaran SILPA pada kegiatan BLUD Dinas Kesehatan Tahun
Anggaran 2018 yang cukup besar, yaitu sebesar Rp. 19.816.216.662,-

Berdasarkan uraian diatas, jika tidak segera di tangani maka akan
berdampak pada terhambatnya pencapaian kinerja sesuai dengan yang
diharapkan. Maka dari itu diperlukan formulasi isu penting berupa
inovasi serta koordinasi lintas program dan lintas sektor agar dapat
mengoptimalkan pelayanan Dinas Kesehatan, antara lain :

1. Pengelolaan pencatatan dan pelaporan yang lebih optimal
melibatkan tidak hanya unsur pemerintahan namun juga sektor
swasta

2. Sinergitas lintas program di internal Dinas Kesehatan dan
Puskesmas

3. Sinergitas lintas sektor, baik antar Perangkat Daerah, maupun
stakeholder mitra kesehatan, pihak swasta dan masyarakat

4. Optimalisasi SIK dalam rangka peningkatan manajemen pelayanan
kesehatan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan

5